CTas

BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 25TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015;

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5,Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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10.

11.

Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem '

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara' sl
. Republik Indones1a Nomor 442 1), et el

.’}Undang—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlmbangan S
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- (Lembaran Negara Republik In donesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 4438),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun’ 2009 ‘tentang Pajak Daerahf.; S
-~ dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneia =
-~ Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
- Indonesia Nomor 5049); .

_ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan; S
. " Daerah (Lembaran ‘Negara Republlk ‘Indonesia Tahun 2014 = -
~ Nomor ' 244, Tambahan Lembaran  Republik = Indonesia
" Nomor 5587) sebagalmana telah d1ubah ‘terakhir dengan =
: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua =
- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang =
- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia. - .
-Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Repubhk Indones1a} EREn

Nomor 5679), [

Peraturan Peinermtah Nomor 23 Tahun 2005 tentang !
-~ Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara °

~ Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran

"~ Negara Repubhk Indones1a Nomor 4502),

| 12. Peraturan Pemermtah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

e Perlmbangan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005;3. e

Nomor 137, Tambahan Lembaran Repubhk Indonesm Nomor -
'wf4575L‘ N :

13. ,
 Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik =~
 Indonesia ‘Tahun 2005 Nomor 138, ‘Tambahan Lembaran Negara T
o ’,Repubhk Indones1a Nomor 4576) e : L

Peraturan Pernenntah Nomor : 58 "Tahun 2005 tentangr :

14.
. Pengelolaan ' Keuangan Daerah (Lembaran ‘Negara- Repubhk '

Peraturan Pemermtah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

" Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik INE
_Indones1a Nomor 4578), i - :

15.

Peraturan Pemenntah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman : -
. Penyusunan dan- Penerapan ‘Standar Pelayanan Minimal i
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,

» : ‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesm Nomor 4585);

- 16. A
" Pembinaan  dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan e
. Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Negara Republik =~

" Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
, Repubhk Indones1a Nomor 4593); : o

17,

Peraturan Pemermtah Nomor 79 ‘Tahun 2005 tentang Pedoman”

Peraturan Pemermtah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan i

. Keuangan dan Kinerja Instan31 Pemerintah (Lembaran Negara .
- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran S

‘.*Negara Repubhk Indones1a Nomor 46 14),




Mehétaipkan

18. i
. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah e
“diubah dengan = Peraturan Menteri Dalam. Negeri  Nomor

Peraturan Menten Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang

21 “Tahun 2011 tentang Peruba.han atas ‘Peraturan Menteri

,Dalam ‘Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman i

- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 03 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun . 2009 Nomor = 03), -

'sebagaimana telah diubah- dengan Peraturan Daerah Kabupaten

‘Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Pengelolaan Keuangan Daerah

- Peraturan Daerah ‘Kabupaten Bengkahs Nomor 03 Tahun 2009 ‘k

,tentang ‘Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran’f;:;‘i S

: Daerah Kabupaten Bengkahs Tahun 2015 Nomor 03);

20.
_ Kebijakan~ Akuntansi (Berlta Daerah Kabupaten Bengkalis i

Peraturan Bupat1 Bengkahs Nomor 37 Tahun 2008 tentang B

- Tahun 2008 Nomor 37);

21.

Peraturan Bupat1 Bengkalls Nomor 68 ‘Tahun 2015 tentang
”’lPenJabaran ~ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

. Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015 - (Berita Daerah g |
i Kabupaten Bengkahs Tahun 2015 Nomor 68), ‘ S

. MEMUTUSKAN

. PERATURAN  BUPATI BENGKALIS TENTANG PENJABARAN'}::: v
PERTANGGUNGJAWABAN =~ 'PELAKSANAAN - ANGGARAN
- PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015..

Pasal 1

Laporan Reahsam Anggaran Tahun Anggaran 2015 terd1r1 atas

. 1

Pendapatan R A L i

‘a. Pendapatan Asli Daerah 2 Rp ‘»“258.889;532.216.,18

b. Dana Perimbangan  Rp. 2414.503615.149,90

c. La1n—1a1n Pendapatan yang sah RI‘).{"" R | 1.031.891.200,00 ;
' Jumlah Pendapatan N va;i.. 2.684;5___15,083;566,08 ' -

Belanja et e e e R e T R

2.

a. BelanJa Tldak Langsung | Lol T
1) Belan_]a Pegawa1 . Rp. 1 137 104.595.781 00

~ 2) BelanjaBunga f;r-'RP- E 000
 3) Belanja Subsidi ~Rp. 11.652.000.000,00
4) BelanjaHibah ~  Rp. ‘123 263.703.053,00
 5) Belanja Bantuan S031a1 ~ Rp.  535.800.000,00
| 6) Belanja Bagi Hasil "'"_,Rp-(jf_;» . 9.870.464.423,00
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. ! 502.539.857.991,00

g “Belanja Tidak Terduga ~ Rp.  49.300.000,00



b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 138.104.268.941,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 807.042.330.919,00
3) Belanja Modal Rp. 1.815.703.950.258,00
Jumlah Belanja Rp. 4.545.686.271.366,00
Surplus/(Defisit) Rp. (1.861.171.232.799,92)
3. Pembiayaan :
a. Penerimaan Rp. 2.141.554.482.419,97
b. Pengeluaran Rp. 0,00

Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 2.141.554.482.419,97

Sisa lebih pembiayaan anggaran
tahun berkenaan Rp. 280.383.249.620,05

Pasal 2

Dalam hal ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dalam hal rincian lebih lanjut ringkasan laporan realisasi anggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran II
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 18 Oktober 2016

BUPATI BENGKALIS,

e

AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 18 Oktober 2016

Plt. SEKR RIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H? ARIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR 25




